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el BUPATI PULAU MOROTAL
~ Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri n

o S P;-1 ‘

Republik Indonesia Nomor 19 tahun 20 16 tar
Pengelolaan Barang milik daerah, guna tertih
pelaksanaan barang milik daerah di Lingk --
Kabupaten Pulau Morotai, dipandang perlu mengatm‘ |
tata cara penerimaan Hibah Barang Milik Daerah; Bt
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana naksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tenmng Yata o
Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah; ’

B

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuang&n P
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbend
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimb: s
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan De 5
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia NM

5. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pemt

R Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku U

S Negara Republik Indonesia Tahun 2008 1 00, T
R - Lembaran Negara Republik Indonesia Nﬂm

6 Undan.g—Undang Namnr 12 Tahlm m

= 1-,".
3 I.: L s

-
]
i
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1 Peraturan Pemerintah ﬁaw 1-1?' 2 1

Pembinaan dan Pengawasan Penyelengg
Daerah (Lembaran Negara Repﬂblik
Nomor 73); Sk

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Hﬁ Jare --
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan s
Republik Indonesia Nomor 6322); L

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Bent& E'«
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); s

. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 8* uf- '_';j
2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah am
Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 Nomor 2 =

. Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nomor 3’ z
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat ‘é A
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabu aten F '
Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembarar _{
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peratur: '
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 t
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Ka ,1
Morotai (Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Mo
2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:
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| 1atausahaan Pengguna Barang adalah Pejabat yang n S
e RO usaha barang milik daerah pada Pengguna Barang.

13. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas mener
menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan barang milik Lol

Pejabat Penatausahaan Barang. B

14. Pengurus Barang Pengguna adalah Jabatan Fungsional Umum yang C -':"‘:-: -
tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, menatausahakan barang L

daerah pada Pengguna Barang. S

15. Pembantu Pengurus Barang Pengelola adalah pengurus barang yang mem H.%: A
dalam menyiapkan administrasi maupun teknis penatausahaan barang miix

daerah pada Pengelola Barang. SN

16. Pembantu Pengurus Barang Pengguna adalah pengurus barang yang membantu

dalam penyiapan administrasi maupun teknis penatausahaan barang milik | o

daerah pada Pengguna Barang. - o E

17. Pengurus Barang Pembantu adalah yang diserahi tugas I_I:Lenerma, menylm '_ 2
mengeluarkan, menatausahakan dan mempertanggung jawabkan barang miik

daerah pada Kuasa Pengguna Barang. " " il .
18. Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan barang milik daerah. e

19. Hibah adalah pengalihan kepemilikan barang dari pemex:intah pusat “?:
pemerintah daerah, antar pemerintah daerah, atau dari pemerintah laerah
kepada pihak lain, tanpa memperoleh penggantian. 5 ?

-+ | o

. N
r_:'r_ -
x J I i._'

O

BAB II
TATA CARA

Paragraf Kesatu
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yang dltCtapkan dalam naskah hibah. O
Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilak
Barang.

Pasal 5

Pihak yang dapat menerima hibah adalah: LT

a. lembaga sosial, lembaga budaya, lembaga keagama
kemanusiaan,atau lembaga pendidikan yang bersifat n&n me
berdasarkan akta pendirian,anggaran dasar/rumah atatl
pernyataan tertulis dari instansi teknis yang kompeten bahwa le f_'_, 1ga ye
bersangkutan adalah sebagai lembaga dimaksud; .

. pemerintah pusat;

pemerintah daerah lainnya;
pemerintah desa; s |
perorangan atau masyarakat yang terkena bencana alam dengan
masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) sesuai ketentuan peraturar
perundang-undangan; atau s

f. pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang undangan. 55 5

Pemberian hibah kepada pemerintah desa sebagaimana dnnak&ud rada &

(1) huruf d dilakukan dalam hal: -5

a. barang milik daerah berskala lokal yang ada di desa dapat
kepemilikannya kepada desa; dan i .' *'

b. barang milik desa yang telah diambil dari desa, oleh pemerint
kabupaten/kota dikembalikan kepada desa, ecuali v
digunakan untuk fasilitas umum.

Pasal 6

(1) Hi h dapat berupa o R
 a. tanah m/ atau bﬂngun&n yang

Scanned by TapScanner
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1111&1 pemlehan mlal buku, dan status
barang milik daerah berupa bangunan;
. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bukti Kk
Pel’ﬂlﬁhan,. nilai buku, dan jumlah untuk data barang milik
selain tanah dan/atau bangunan; dan

d. data calon penerima hibah. easy.
Dalam melakukan penelitian terhadap data calon penerima hibah
dimaksud pada ayat (3) huruf d, Tim dapat melakukan Kklarif <ePpe
instansi yang berwenang dan berkompeten mengenai kesesuaian d ’-';,_f,: |

penerima hibah. S
Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b d]]akukan de: f"..;fi-

cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihiba

data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3). e
Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4) dan ayat (5)
dituangkan dalam berita acara penelitian. g ;_ "i‘;.;
Tim menyampaikan berita acara hasil penelitian kepada Bupati

menetapkan barang milik daerah menjadi objek hibah.
Dalam hal berdasarkan berita acara penelitian sebagaimana dlmakaﬁi
ayat (7) Hibah dapat dilaksanakan, Bupati melalui Pengelola Bmg m mw "*‘.". g

surat pernyataan kesediaan menerima hibah kepada calon penerima hib: ﬂf.p- %
r, |

Pasal 9 : R ..'_H-‘.. |
Pengelola Barang mengajukan permohonan persetujuan hibah k hada Bup :
Dalam hal hibah memerlukan persetujuan DPRD, Bupati terlebi ﬂ“ 1l
mengajukan permohonan persetujuan Hibah kepada DPRD. 1‘:.‘ rh ._.t':. |
- (3) Apabila permohonan hibah disetujui oleh Bupatl sebagaimana dimaksuc
_ pada(l)atau st Dl DPED sebag li ksud yat (2)

.
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: A1 al-LC
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; o Sl ; AEt s T
RS R e = “h Terima |.
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:

daerah yang telah dihibahkan.

R it G

Pelaksanaan hibah barang milik daerah pada peng&lﬂ!g{ ’ e
didasarkan pada permohonan dari pihak yang dapat L i
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b diawali dengan 9-1.-.:-;;-:. :
permohonan oleh pihak pemohon kepada Bupati. o
Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
a. data pemohon,;
b. alasan permohonan;
i ransaiRn i .
d. ienis /spesifikasi/nama barang milik daerah yang dimohonka |

dihibahkan; ‘ L
e. jumlah/luas/volume barang milik daerah yang di

dihibahkan;
f. lokasi/data teknis; dan ) |
g. surat pernyataan kesediaan menerima hibah.

Pasal 12

=N
-1 1

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam

Bupati membentuk Tim untuk melakukan pene]iﬁag. e '. prec
Tata cara penelitian sampai dengan pelaksanaan Serai
pelaksanaan hibah yang didasarkan pada inisiatif Bupa
1 aksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 ber i

R g AR R L
o {d- e T
! H P 1=l ALl B el AL
3 g bt e st R o b e e
) ' ) At = .. w1 s : o e
B . L E - e LA :
wf L= i Fi y & - "
T L = P b | s p—
. 18 . sy o Lo 2FETT |
o a LW K . ' i
£
"
R T ey =" e .
[ b ™ L

=] e
L TR
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(4)

(5)

(6)

P e 5 ; -
aF - |
T I = - '.__--_ 5 ot Al e
-'I' o L I‘.
r\':: L : ' = i f 4l
R, . b
R - + A4

b mﬁn pemhuatan knnstmkﬁ luas, kode barang, kode re
barang, nilai perolehan, nilai buku, dan smtw | ikan
barang milik daerah berupa bangunan; s I

c. tahun perolehan, spesifikasi/identitas teknis, bﬁ&ﬁi
barang, kode register, nama barang, nilai perolehan, nilﬁ _ ke

untuk data barang milik daerah berupa selain tanah dan/atau b:

dan s

d. data calon penerima Hibah.

Penelitian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b @

cara mencocokkan fisik barang milik daerah yang akan dihi

data administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat 4) d gkan

dalam berita acara penelitian dan selanjutnya disampaikan Tim a

Pengguna Barang. TR

Berdasarkan berita acara hasil penelitian sebagaimana dlmaksud

(5), Pengguna Barang mengajukan permohonan hibah kepada Pengel ‘ |

yang memuat: AT

data dan dokumen atas tanah dan/atau bangunan; REA S

peruntukan hibah; v

tahun perolehan; e

status dan bukti kepemilikan;

. nilai perolehan;

f. jenis/spesifikasi barang milik daerah yang dimohonkan v

dan
h. lokasi.

P e
8 [T i
. N y o

“’P‘FF“F’

Penyampalan surat pcrmnhonan sebagannana dimaksud pada ayat

.........
- YaAaTiy QK.
.............

...................
..............
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mononan

= ;I"h L y R it i L T
~ menernitkan surat
- }r 4 L ke P .y . LA
a;_-i'r-r..‘" . gk
- permohonan
.|..-_..r ln;-.."". - i i
ol

.kufangnya :

a. idenﬁtas para pihak; :
b. jenis dan nilai barang yang dilakukan hibah;

c. tujuan dan peruntukan hibah;
d. hak dan kewajiban para pihak; _ e
e. Kklausul beralihnya tanggung jawab dan kewajiban kepada pihak penerima 3
penyelesaian perselisihan. e
(7) Berdasarkan naskah hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (5],_ engelnia
Barang melakukan serah terima barang milik daerah kepada penerima hiban

yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima (BAS’I:). ' | e
(8) Berdasarkan Berita Acara Serah Terima (BAST) sebagaimana dlmaksnﬁ
ayat (7), Pengguna Barang mengajukan usulan penghapusan barang mibik

daerah yang telah dihibahkan.

Pasal 16

p o ST

.......
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Diundang di Morotai Selatan
pada tanggal 7 g NOV 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PULAU MOROTAI,

-

MUHAMMAD M KHARIE

TRAE

i
i "
= et
- e
 &F ]
Peamd 7 .
= i =
2 i,

TAI TAHUN 2019 NOMOR
BERITA DAERAH KABUPATEN PULAU MORO L
o
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Bupatl Nomor .......Ta

Hibah Barang Milik Daﬂrah, Pelaksanaan

daerah pada Pengelola Barang yang .

Bupati, diawali dengan pembﬂntukan , .}:,

melakukan penelitian;

pbahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiaman dlme
huruf a, maka perlu menetapkan chutusan pati tenta
Pembentukan Tim Peneliti Data Administrasi < Be
Milik Daerah;

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang F
Negara (Lembaran Negara Republik Indunm n 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Repu I '
Nomor 4355); EEVIN
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang I s er j'-'-i-"-;
dan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Nege
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun QBM
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pemb
Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Umm
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor lﬁﬁ,ﬂ ambaha |
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 49313‘ }, B
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Per "--’i-
peraturan Perundang undangan (Lembaran i Negara Rep
[ndonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan ,embaran 1!
Republik Indonesia Nomor 5234); - feay
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 ter %
Daerah (Lembaran Negara Repubhk a onesia
Nomor 244, Tambahan Lembaran Ne ub
Nomor 5587), sebagaimana telah
dengan Undang-Undang Name;g Tahun

eruhahan kedua ﬁﬂﬁ u nd __ g No

Scanned by TapScanner



Rﬂpuhhk Indonem'fahun omor
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Moro
2012 tentang Pokok-Pokok Ptmgelﬂ aar -*
(Lembaran Daerah Kabupaten Pulau
Nomor 03, Tambahan Lembaran Daera '- I
Morotai Nomor 18);

2014 tentang Pengelolaan Barang Milik D ;

Daerah Kabupaten Pulau Morotai Tahun Qﬂﬁ Nomo:
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pulau Mo N

24); W,
Peraturan Daerah Kabupaten Pulau Morotai Nﬂﬂ!‘ _Eh Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat I 1h
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupﬁf'"'

Morotai Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran I
Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan -_ ¢
Kabupaten Pulau Morotai Nomor 2 Tahun 2017
Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tat Z'"j
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Pulau Morotai (Lembaran Daerah Kabupate: n Pulau
Morotai Tahun 2017 Nomor 2); R
Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor ..... T
tentang Tata Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Dae
(Berita Daerah Kabupaten Pulau Morotai T&hu:n ";

MEMUTUSKAN:

Membentuk Tim Peneliti Data Administra >
Ixﬁlik Daerah dmgan Susunan
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Tembusan :
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Kasubbid Pengawaaan, penghapus

Daerah pada Badan Pengelolaan

Daerah. e
Kasubbid Penatausahaan dan Pemanfaatan As
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Da _
Staf bidang aset pada Badan Pengelolaan I Kei angar
Aset Daerah.
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a. Surat permohonan T T

b. DPA (jika telah disiapkan anggaran pengganti

c. KIB

d. IMB/Keterangan

e. Foto Fisik

f. Surat Pernyataan bersedia menerima hibah
Sehubungan dengan hasil penelitian tersebut diatas, .
mengusulkan sebagai berikut : __ | R
: & gu ...... kT ARSI (daftar aset yang diusulkan untuk dihihﬂhi 1 {_#._1 ac
| R A TS (daftar aset yang diusulkan untuk dltanwlhkﬂﬂ il 5
3‘ diusulkan untuk dihapus) e

Demikian berita acara ini dibuat dan _disam];)aikan kepada Bupati P1 o M
untuk dipergunakan sebagaimana me stinya.

Tim Peneliti data administrasi dan fisik
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Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

(Lembaran Negara Republik Indonesia ahur

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia RO ==
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang ; riksaal
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara | 3@& ran NE
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembai
Negara Republik Indonesia Nomor 4400); o _' s
Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2008 tentang Pe =
Kabupaten Pulau Morotai di Provinsi Maluku Utara (Lembaran

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 190, Tambahan Lembarz
Negara Republik Indonesia Nomor 4937); |
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukar

Peraturan Perundang undangan (Lembaran Negara Republ E done
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran L Reput

Indonesia Nomor 5234); o
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem arin _ Daerz
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia WOMSE '
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir e‘t" i Undang
Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedus
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerints han De
Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 JAOmOf
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

L 1

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 ter

Pemerintahan (Lembaran Negara Rﬁpubtik

Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Ref ublik Indone
5601); : | o
Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun

2010 Nomor 123, Ta mbahan Lembaran Negara
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telah dmbah dengan Peraturan ‘Daerah Kart

Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas

Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan « .
Daerah Kabupaten Pulau Morotai {Lembaraﬂ Dae: rah Kab
Morotai Tahun 2017 Nomor 2); R )
Peraturan Bupati Pulau Morotai Nomor ..... Tahun 0. &
Cara Penerimaan Hibah Barang Milik Daerah 1ta
Kabupaten Pulau Morotai Tahun 20... Nomor ...); e

MEMUTUSKAN:

Menetapkan DI

KESATU Memberikan Hibah Kepada Badan/Lemhaga/ Organi:
dengan Daftar Jumlah dan spesifikasi hibah Barang |
sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan iﬂi. E

KEDUA ; Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya X
dibebankan pada Anggaarai Pendapatan dan E
Kabupaten Pulau Morotai Tahun anggaran ......... -
KETIGA Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ch tapkan, de
Kketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kexeliruan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
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Dalam hal ini bertindak dalam jabatan tersebut di atas sebagai PO K0,
dan oleh karena itu sah mewakili Pemerintah Kabupaten Pulau %55
berdasarkan  Surat Keputusan Bupati Nomor T Gt
tentang (*apabila Bupati menunjuk pejabat lain untuk menandatang@is
NHPD) yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA. B 7

. Nama ;
Jabatan : APTURIRIRRRRORI o T,
Dalam hal ini bertindak sebagai penerima hibah, dan oleh karena ﬁ.’a
mewakili . yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

B
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA masing masing dalam kedudukannya __'_:__j:
menjelaskan dan menerangkan dalam perjanjian ini hal-hal sebagai be
a. bahwa PIHAK PERTAMA dalam rangka menunjang kelancaran k atan
pemerintah / pemerintah daerah lainnya / perusa_haan d‘laerah / masyarakat /
organisasi kema syarakatan, maka perlu memberikan hibah kgpada ..., o 5
berupa. yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Pulau Morotai; dan | o :.j’ |
bahwa PIHAK KEDUA sanggup but sesue

dengan runtukannya. P —
gan pe imbangan tersebut di atas, maka dengan ini PIHA K ERTAMA da
PIHAK KEDUA sepakat mengadakan perjanjian dalam hal pemberian hibah denga __
ketentuan dan syarat—syarat sebagai berikut: L X

EE

Pasal 1

g DasarH - enanian o rahun 2016 tentang Pedoms

R |
¥ ! ad s - . I . i e - o e .‘i'l... I-..._.- :
7 Il ol -1 Ulall s CAN & BEET G N 1. T avmaF PR i B
3 = !} ] J‘ & - o) T B e et <o A § - ¥ T T o
T AT S TR R e " . T s11aT _Q-' Y O LALLL L Ll ,.Il.'
- a2 Ty mvoalnliaadll Ellaallescit. -y e~ 2 T -5 )
. F__ ~1ralr F elnlad g R4t Ll il -5 _m—g__: :.I.___ i _.._;-__ :
¢ e '_ g & . - .\‘-‘T 5 ; - o -

ukum pelaksanaalnl perjanjian hibah ini adalah : » : |

3 a
e,

¥
L o - w-:-:’-ﬂ: i

T ] [
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Pasal 3

II;I{;I:I:ILC PERTAMA berhak melakukan monitoring atas

Mengevaluasi penggunaan hibah.
PIHAK KESATU berkewajiban segera menye

kepemilikan yang ada atas barang yang akan dihibahka o
KEDUA. 8

Pasal 4

(1) PIHAK KEDUA berhak menerima hibah.

(2) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk :
Bertanggung jawab secara formal dan material atas
hibah yang diterima;
b. PIHAK KEDUA sebagai objek pemeriksaan menyi

barang hibah.

Pengam 1 dan pemehty
I:-u menjadl tangggung Jawab penuh P HAK KEDUA
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Tahun perolehan

Luas tanah/bangunan :
Konstruksi

Nomor IMB

Nomor sesrtifikat
Alamat

Nilai perolehan

Nilai buku

Untuk selanjutnya barang milik daerah tersebut menjadi milik dan tar
KEDUA agar dapat dipelihara dan dimanfaatkan untuk kepentingan
tercantum pada NPHD yang ditanda tangani antara PIHAK KESATU dan | &
Demikian beriata acara serah terima barang ini dibuat rangkap 3 (t:ga} b
masing pihak
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PIHAK KEDUA
Yang menerima,
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